
BUPATI TASIKMALAYA 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 33 TAHUN 2013 

TENTANG 

TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN 
PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA SERTA PENYA PAIANNYA 

DI KABUPATEN TASIKMALAYA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

Menimbang : bahwa u ntuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peratu ran 
Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Ta ta Cara 
Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggun gjawaban 
Bendahara Serta Penyampaiannya, perlu dite apkan Pera turan 
Bupati Tasikmalaya ten tang Tata Cara ena tausahaan dan 
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta 
Penyampaiannya di Lingkungan Pemerintah Kabu paten 
Tasikmalaya; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tabun 1950 ten tang Pem bentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Barat (Berita Negara Tahun 1950) ebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tabun 1968 tentang 
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Ka bu pa ten Subang 
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah- Daera h Kahupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi J awa Barat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahu n 1968 omor 3 1, Tambahan Lembaran 
Negara Repuhlik Indonesia Nomor 2851 ; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ten tang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Repuhlik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tabun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lemharan Negara Republik Indonesia Tabun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lemharan Negara Repuhlik Indonesia 

NomoI" 4355}; 
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5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang
undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4438); 

B. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentu kan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 201 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 ten tang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4574); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 457 5); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 
kepada Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 

. 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4577) ; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tabun 2005 tentang 
Pengelolaan Keu angan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2 005 NOITIOr 140, Tarnbahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Repuhlik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Penge101aan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4738); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana 
telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 201 1 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 
ten tang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan 
Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya ; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahu n 2011 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 
2008 tentang Pokok-pokok Penge101aan Keuangan Daerah; 

22 . Peraturan Daerah Kabu paten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG TATA CARA 
PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN 
PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA SERTA 
PENYAMPAIANNYA DI KABUPATEN TASIKMALAYA. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dim aksud dengan: 
1. Daerah adalah daerah Kabupaten Tasikmalaya. 
2. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya. 
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 
4. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD 

adalah SKPD yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. 
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 

adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah 

Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan 
bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 
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7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang 
bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah. 

8. Kuasa Bendahara Umum Daerah selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah 
pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD. 

9. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk 
untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan 
mempertanggungjawabkan uang pendapatan asli daerah dalam rangka 
pelaksanaan APBD pada SKPD. 

10. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk 
untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan 
mempertanggungawabkan uang pendapatan asli daerah dalam rangka 
pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD. 

11 . Bendahara Penerimaan PPKD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk 
menerima , menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan 
mempertanggung-jawabkan penerimaan uang yang bersumber dari transaksi 
PPKD. 

12. Bendahara Pengeluara n adalah pejaba t fungsional yang ditunjuk menerima, 
m enyimpan, m embayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung
jawa bkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan 
APBD pada SKPD. 

13. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang d itunjuk 
menerima, menyimpan, membayarkan, menatasahakan dan 
mempertanggungawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam 
rangka pelaksanaan APBD pad a unit kerja SKPD. 

14. Bendahara Pengeluaran PPKD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk 
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan 
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan transaksi PPKD. 

15. Kas Umu m Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan 
oleh kepala daerah untuk menampu ng seluruh penerimaan daerah dan 
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah. 

16. Rekenin g Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang 
daerah yang diten tukan oleh kepala daerah untuk menampu ng seluruh 
penerimaan daerah dan digun akan u ntuk membayar seluruh pengeluaran 
daerah pada bank yang ditetapkan. 

17. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang 
menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegia tan sebagai dasar 
penerbitan Surat Permintaan Pembayaran. 

18. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah 
dOkumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas 
pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan pennintaan 

pembayaran. 
19. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen 

yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka 
kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan 
dengan pembayaran langsung. 

20. SPP Ganti Uang Persediaan yang se1anjutnya disingkat SPP-GU adalah 
dokumen yang diajukan oleh bendaharan pengeluaran untuk permintaan 
pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran 
lang~ung. 
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21. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah 
dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran atau bendahara 
pengeluaran pembantu untuk permintaan tambahan uang persediaan guna 
melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat 
digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan. 

22. SPP Langsung untuk pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disingkat 
SPP-LS untuk pengadaan Barang dan Jasa adalah dokumen yang diajukan 
oleh bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu untuk 
permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar peIjanjian 
kontrak keIja atau surat perintah keIja lainnya dengan jumlah, penerima, 
peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan 
oleh PPTK. 

23. SPP Langsung untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan yang selanjutnya 
disingkat SPP-LS untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan adalah dokumen 
yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran 
gaji dan tunjangan dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu 
pembayaran tertentu . 

24. SPP Langsung PPKD yang selnanjutnya disingkat SPP-LS PPKD adalah 
dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran PPKD untuk permintaan 
pembayaran atas transaksi-transaksi yang dilakukan PPKD dengan jumlah, 
penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu. 

25. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen 
yang digunakanj diterbitkan oleh pengguna anggaranjkuasa pengguna 
anggara n untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana a tas beban 
pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD. 

26. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-
SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan 
yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna 
anggaran. 

27. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah 
dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan 
Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM. 

BAB II 
PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJ AWABAN 

BENDAHARA SERTA PENYAMPAIANNYA 

Pasal2 

Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban 
Bendahara serta Penyampaiannya sebagaimana tercantum dalam lampiran 
Keputusan ini. 

BAB III 

KETENTUANPENUTUP 

Pasal3 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua Peraturan Bupati yang 
mengatur tentang tata cara penatausahaan dan penyusunan laporan 
pertanggungjawaban bendahara serta penyampaiannya, serta petunjuk 
pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasa14 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tang.gal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya. 

Diundangkan di Singaparna 

pada tanggal 21 Desember 201 3 

SEKRET ARlS IU\ER-AH 
KABUPATEN TASIKMALAYA, 

NIP. 19611217 198305 1 001 

Ditetapkan cii .singaparna 

pada tanggal 23 Desember 2013 

! BUPATI TASIKMALAYA, 

/ UU RUZHANUL ULUM ~ 

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2013 NOMOR 33 


